
BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR},hAHUN 2A21

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN SIUNTflTG
TAHUN 2O2T-2A24

Menimbang : a.

h.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia
yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan
penururran shmting;
bahwa percepatan penurunart stunting dilaksanakan $ecara
holistik, integratif, dan berkualitas dengan pendekatan multi
sektor oleh seluruh perangkat daerah, pemerintah desa, dan
pemangku kepentingan melalui sinkronisasi program dan
kegiatan yang berdampak pada penurunan dan pencegahan
stunting di Kabupaten Barito Selatan;
bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (a) dan pasal 10 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor T2 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan shmting disebutkan pelaksanaan
percepatan stunting diantaranya dilakukan oleh pemerintah
daerah dengan berpedoman pada stategi Nasional percepatan
Penurunan Shtnting;
bahrva berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a,huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah
Penanggulangansfr.rnting di Kabupaten Barito selatan Tahun
2021-2A24;

c.

C.

: 1. undang-undang Nomor 2T Tahun 1959 tentang penetapan
undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 19s3 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1gs3 Nomor 9,
sebagai undang-undang (Lembaran Negara Repubiik
indonesia Tahun 1g5g Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1g2O];

Mengingat



2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 20O9 t€htang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA9 Nomor
744, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Al2 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor
242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6Latl;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
54e5);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA tentang Per.nerintahah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tasobahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2A15
tentaag Pembahan Keflua Atas Unalang-Uhdang Nomof 23
Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679|;
Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2O2A tentang Cipta Kerja
(Lembaran Neg:rra Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2A12 tentang
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik
Indonesia Terlrun 2U^12 Notmor 58, Tarnbahan Lembafan
Negara Republik Indonesia Nomor 529t1;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomof 5887) Seba$aimaha t01ah diubah
dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Talllun 2OI9 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ot6
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 187,Tambahan Lembaran
Negzlra Republik Indonesia Nomor 6aO2l;

9. Peraturan Presiden Nomor 72 Ta}:run 2O2I tentang
Pemrrunan Strrnting (tembaran Negara Republik
Tahun 2A2L Nomor l72l;

1O. Peraturan Presiden 83 Tahun 2077 tentang
Strategis Pangan dan Gizi {Lembaran Negara

Percepatan
Indonesia

Kebijakan
Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
1 1. Peratrrran Menteri Perencanaan Pernbangunan Nasional /

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
1 Tahun 2A18 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gtzi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Noinor 1.49);



12. Pefatufan Daerah Kabupaten Barito Selatah Nomor 3 Tahun
2CIr6 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

13. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 16 Tahun
2OLg tentang Penurunan Stunting {Berita Daerah Kabupaten
Barito Selatan tahun 2019 Nomor 16)..

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTIN G TAHUN 2O2 1 -2024 .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasa-l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan

anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang,
yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada
di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan.

2. Percepatan penurunan Stunting adalah setiap upaya yang
mencakup intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang
dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan
berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah
dan desa.

3. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan
untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting.

4. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan
untuk mengurangi penyebab tidak langsung terjadinya
Stunting.

5. Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting adalah sebuah
intsrumen atau pendekatan intervensi yang dilakukan
secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama dalam
Upaya pehufUhan Stun{ing.

6. Rencana Aksi Daerah Penurunan Stunting yang selanjutnya
disebut RAD Pencegahan dan Penanganan Stunting adalah
perencanaan secara sistematis, komprehensif dan terarah
dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan
kegiatan pencegahan dan penanganan stuntirug di
Kabupaten Barito Selatan secara berkelanjutan dan
berkesinambungan.

7. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.



(1)

(2)

8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

9. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembzintu Bupati dan
Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan narna lain dibantu Perangkat Desa sebagai uhSUt
penyelen ggar a Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan,
arahan serta acuan dalatn melaksanakan pencegahah dan
penanganan Sfitnting di Kabupaten Barito Selatan.

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat

dan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam
pencegahan dan penangan an Sfunting ;

b. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan
penanggulaLngan sfunting rnelalui koordinasi program
dan kegiatan multisektoral;

c. meningkatkan peran dan komitmen Pemerintah Daerah
dalam mengkoordinasikan pemangku kepentingan
penanggulangan stunting untuk mencapai penurunan
prevalensi samt*g;

d. membangun sinergi, integrasi dan koordinasi
pelaksanaan program dan kegiatan terkait pencegahan
dan penanganan Stunting secara terinci dan
terukur/jelas; dan

e. membefikatr panduan bagi Pemerintah DaerAh dalam
melaksanakan kegiatan yang terdapat pada rencana aksi
daerah penanggulangan stunting.

Pasal 3

Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah Penanggulangan

Stunting ini meliputi:
a. RAD Penanggulangan Stunting;

b. Pengorganisasian;dan

c. Evaluasi dan Pelaporan.



(1)

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN STU]Vfl]VG

Pasal 4

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Sfunting
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah,

Organisasi Non Pemerintah, masyarakat dan pemangku

kepentingan lain di Kabupaten Barito Selatan.

Koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah

Penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat
(U dilakukan oleh Badan Pereneanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 5

RAD Pencegahan dan penanganan stunting dilaksanakan
secara bertahap dan berkesinambungan.
Pelaksanaan tahapan RAD Pencegahan dan penanganarl

Sfimting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui
program dan kebijakan Pemerintah Daerah yang mengacu

pada Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

RAD Pencegnhan dan Penangrrnan Sttmting dilaksanakan
dari Tahun 2021, sampai dengan Tahun 2024.

RAD Pencegahan dan Penangan gan sfitntirq sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai target

dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

menrpakrrn bagiiiti tidak terpisarhkan dari Peraturan Bupati
ini.
Lokasi prioritas Desa dan Kelurahan tempat pelaksanaan

RAD Pencegahan dan Penangganan stunting ditetapkan
dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan
kemampuirn keuangern daerah.

BAB III

PERAN PEMERINTAH DESA

Pasal 6

Dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting, Pemerintah Desa

betperra.n:

(1) Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan
penganggar:an program dan kegiatan petnbangunan desa

untuk mendukung pencegahan dan penanganan sfirnting.

(2) Pemerintah DeSa meRetapkan prioritas perencanaan

pembangunan Desa dan alokasi pendanaan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk pencegahan

dan penanganan sfimting -

(21

(U

(21

(3)

$t

(s)



(2)

(3) Mengimplementasikan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melalui kerjasama dengan Kader
Pembangunan Manusia (KPM), Pendamping Program
Keluarga Harapan (PKH),Petugas Puskesmas dan Petugas
Keluarga Berencana (KB).

BAB IV

PENGORGANISASIAN

(1) Rencana Aksi

Pasal 7

Daerah Penanggulangan Sfimting
dilaksanakan secara sinergis dan terpadu multisektor oleh
Tim Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Stunting.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan
unsur Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan,
perumahan dan kawasan permukiman, pertanian dan
pangiln, pengendalizln penduduk dan keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak,
perdagangan, perindustrian, sosial, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan,
komunikasi dan informatika, rumah sakit daerah, dan
instzlnsi terkait lain serta organisasi kemasyarakatan,Tim
Penggerak Pemberdayaan Kesej ahte raat'L Keluarga (TP-PKK),

dunia usaha dan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
melaksanakan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan
stilnting mencakup kewaspadaaR elini, peReegahan,

pena.nganan, monitoring dan evaluasi.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan RAD

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk
kelompok kerja dan sekretariat Rencana Aksi Daerah
Penanggulangiui Stunting se suai kebutuhan.
Tim, sekretariat dan kelompok kerja Rencana Aksi Daerah
Penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

(3)

(4)

(s)

Pasal 8

pelaksanaan Rencana Aksi Daerah(1) Evaluasi
Penanggulangan Sfunting dari masing-masing PeraRgkat

Daerah sebagai penanggung jawab kegiatan dilakukan 3
(tiga) bulan sekali.



(2) Daefah
Penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud dalam
ayat (U dilakukan setiap triwulan dengan melihat hasil
pencapaian target yang telah ditentukan sesuai indikator
dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah sebagai
penanggungjawab.
Evaluasi untuk seluruh Desa Lokus Stunting dari Tahun
2O2I sampai dengan Tahun 2023 dilaksanakan pada Tahun
2A24.
Format evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah
Penanggulangan Shmting sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (21 tercantum dalam Lampiran II yang
me1'upakerLn bagian tidak terpisahkan dari peranran Bupati
ini.

Pasal 9

Laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan
Srunting dari Tim KoRve-rgensi Percepatan Penanggulangan
Stunting (KP2S) Kabupaten Barito Selatan Kepada Bupati
disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) men:pakan
bahan evaluasi secara menyeluruh dari pelaksanaan
Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Stunting dan untuk
mempersiapkan keberlanjutan Rencana Aksi Daerah
Penanggulangan Sfinttng.
Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpiszrhkan drrri Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENDANAAN

Pdsal 10

Pendanaanbagi pelaksanaan RAD penanggulangan stunting
bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi dan Kabupaten;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);dan

d. Sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 1 1

(1) RAD Penanggulangan stunting yang bersumber dari APBN
dan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a
dan huruf b, dipergunakan sesuai dengan petunjuk
pelaksanaan penanggulangan stunting.

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)



{2) RAD Penanggulangan stunting y.rng bersunrber dari ApBDes
sebagaimana dimaksud dalarn pasal g huruf c,
dipergunakan untuk Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
Konseling Giai, Jaminan sosial, Air Bersih dan santasi serta
Pendidikan Anak usia Dini (pAUD) dan/atau sesuai dengan
Peraturan pemndang-underngari yring berliil,ni.

{3} camat sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui evaluasi
RAPBDes memastikan penganggaran kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat {Z) melalui ApBDes.

(4) RAD Penanggulangan stunting yang bersumber dari sumber
lain y;iLirg serh serta flclak mengkat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal t huruf d, dipergunakan untuk mendukung
penanggulangan stunting sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

}j Desember 2A2L

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 3'? Desember ZAZI

Ditetapkan eU Buntok

SEI,ATAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN tsARITO SELA?AN TAHUN 2O2I NOMOR .TJ
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